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ABSTRAK 

Penelitian ini mengkaji konsep penempatan uang dalam perspektif ekonomi Islam 
terhadap barang publik (public goods) dan penerapannya dalam kehidupan sehari-

hari. Latar belakang penelitian ini didasari oleh kebutuhan untuk memahami 
bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diintegrasikan secara efektif dalam 
pengelolaan barang publik, mengingat pentingnya barang publik seperti 
infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan yang tidak dapat dieksklusifkan 
dan bersifat non-rivalry. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep 
penempatan uang dalam ekonomi Islam, menganalisis prinsip-prinsip utama dalam 
pengelolaan barang publik menurut perspektif ekonomi Islam, mengeksplorasi 
penerapan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari, dan mengidentifikasi 
tantangan serta memberikan rekomendasi untuk mengatasi hambatan tersebut. 
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode 
deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi literatur dari buku, jurnal, 
artikel, dan dokumen-dokumen resmi yang relevan. Analisis data dilakukan secara 
tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama yang muncul dari data. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa penempatan uang dalam ekonomi Islam 
menekankan pada keadilan, kesejahteraan, dan kesetaraan. Penggunaan dana 
zakat, infaq, dan sedekah sebagai instrumen utama dalam pendanaan barang 
publik, serta konsep wakaf untuk keberlanjutan dana, dapat mendukung 
pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang adil dan merata. Namun, 
tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan dukungan kebijakan 
masih menjadi hambatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dengan 
penerapan yang tepat, prinsip ekonomi Islam dapat memberikan dampak positif 
yang signifikan dalam pengelolaan barang publik, menciptakan sistem yang lebih 
inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara 
keseluruhan. Edukasi, kolaborasi, dan inovasi produk keuangan syariah menjadi 
kunci dalam mengatasi tantangan dan mengimplementasikan konsep ini secara 
efektif. 

Kata kunci: Konsep, Uang, Ekonomi Islam, Publics  Goods 

 
 

Pendahuluan 

Dalam era globalisasi yang semakin maju, konsep ekonomi telah 

berkembang dengan pesat dan meliputi berbagai aspek kehidupan manusia. 

Salah satu konsep yang memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-

hari adalah penempatan uang dalam perspektif ekonomi Islam, terutama 

terkait dengan barang publik (public goods) (Rawung et al., 2024). Barang 
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publik memiliki karakteristik yang tidak dapat dieksklusifkan dan non-

rivalry, yang berarti penggunaan barang tersebut oleh satu individu tidak 

mengurangi ketersediaannya bagi individu lain. Contoh dari barang publik 

ini termasuk jalan raya, layanan kesehatan, dan pendidikan. Dalam 

ekonomi Islam, konsep ini diatur dengan prinsip-prinsip syariah yang 

menekankan keadilan dan kesejahteraan bersama. 

Ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang unik dan berbeda dari 

ekonomi konvensional, karena berdasarkan ajaran Al-Quran dan Sunnah. 

Prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam, seperti keadilan, keseimbangan, dan 

keberlanjutan, memberikan dasar yang kokoh untuk pengelolaan sumber 

daya dan distribusi kekayaan (Syamsuddin, 2022). Konsep penempatan 

uang dalam perspektif ekonomi Islam menekankan pada penggunaan dana 

yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga bermanfaat 

bagi masyarakat luas (Azmi, 2020). Penelitian ini dilakukan karena terdapat 

kebutuhan mendesak untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip ini 

dapat diterapkan secara efektif dalam konteks modern, terutama dalam 

pengelolaan barang publik. 

Masalah utama yang dihadapi dalam penerapan konsep ekonomi 

Islam terhadap barang publik adalah kurangnya pemahaman dan 

kesadaran masyarakat serta kurangnya dukungan kebijakan dari 

pemerintah (Fitria, 2016). Selain itu, sistem ekonomi global yang saat ini 

lebih banyak didominasi oleh prinsip-prinsip ekonomi konvensional sering 

kali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penelitian 

ini akan mengkaji bagaimana konsep penempatan uang dalam perspektif 

ekonomi Islam dapat diintegrasikan dalam pengelolaan barang publik untuk 

mengatasi masalah-masalah ini dan menciptakan kesejahteraan bagi 

masyarakat. 

Teori ekonomi Islam menekankan pada konsep keadilan distributif, 

di mana kekayaan dan sumber daya harus didistribusikan secara adil dan 

merata (Sriwahyuni et al., 2023). Salah satu teori yang relevan dalam 

konteks ini adalah teori Maqasid al-Shariah, yang bertujuan untuk 

melindungi dan mempromosikan lima tujuan utama: agama, kehidupan, 

akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks pengelolaan barang publik, teori 
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ini dapat digunakan untuk memastikan bahwa semua individu memiliki 

akses yang sama terhadap sumber daya dan layanan publik yang 

diperlukan untuk kehidupan yang layak (MZ et al., 2023). 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

deskriptif-analitis untuk mengkaji konsep penempatan uang dalam 

perspektif ekonomi Islam terhadap barang publik (public goods) dalam 

kehidupan sehari-hari. Data dikumpulkan melalui studi literatur, yang 

mencakup buku, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen resmi yang relevan 

dengan topik penelitian. Selain itu, wawancara mendalam dengan pakar 

ekonomi Islam, praktisi keuangan syariah, dan pengambil kebijakan 

dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang 

penerapan konsep ini dalam konteks praktis. 

Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi pola-

pola dan tema-tema utama yang muncul dari data yang telah dikumpulkan. 

Proses analisis ini melibatkan pengelompokan informasi berdasarkan 

kategori-kategori tertentu yang relevan dengan penelitian, seperti prinsip-

prinsip ekonomi Islam, pengelolaan barang publik, dan tantangan dalam 

penerapan konsep tersebut. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk 

menyusun rekomendasi yang dapat diterapkan dalam kebijakan dan praktik 

pengelolaan barang publik sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.  

 

Pembahasan/hasil 

A. Konsep uang dalam perspektif ekonomi Islam 

Dalam ekonomi Islam, uang dianggap sebagai alat tukar yang sah 

dan bukan sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan untuk 

mendapatkan keuntungan dari nilai nominalnya (Yulianda et al., 2024). 

Uang dalam pandangan ini memiliki fungsi utama sebagai medium 

pertukaran yang memudahkan transaksi dan perdagangan, serta sebagai 

alat ukur nilai yang stabil dan adil. Ekonomi Islam menekankan bahwa 

uang seharusnya tidak digunakan untuk spekulasi atau menimbun 

kekayaan, melainkan harus mengalir dalam perekonomian untuk 
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mendukung aktivitas produktif dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat (Kusuma, 2018). 

Prinsip utama yang mendasari konsep uang dalam ekonomi Islam 

adalah larangan riba, yaitu pengambilan bunga dari pinjaman uang. Riba 

dianggap sebagai praktik yang eksploitatif dan tidak adil, karena 

menghasilkan keuntungan tanpa adanya usaha atau risiko yang nyata dari 

pihak pemberi pinjaman (Lewis & Algaoud, 2003). Sebagai gantinya, 

ekonomi Islam mendorong penggunaan instrumen keuangan yang berbasis 

pada pembagian risiko dan keuntungan, seperti mudharabah (kemitraan 

usaha) dan musyarakah (usaha patungan). Melalui sistem ini, baik investor 

maupun pengusaha berbagi risiko dan keuntungan secara proporsional 

sesuai dengan kontribusi masing-masing. 

Selain itu, ekonomi Islam juga melarang gharar, yaitu ketidakpastian 

atau spekulasi yang berlebihan dalam transaksi keuangan. Gharar dianggap 

merugikan karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidakstabilan 

ekonomi (Pusvisasari et al., 2023). Oleh karena itu, transaksi keuangan 

dalam ekonomi Islam harus transparan, jelas, dan memiliki dasar yang 

kuat. Kontrak-kontrak keuangan harus dirancang sedemikian rupa 

sehingga semua pihak yang terlibat memahami risiko dan manfaat yang 

terkait dengan transaksi tersebut. 

Zakat, infaq, dan sedekah adalah komponen penting dalam konsep 

uang dalam ekonomi Islam (Safpuriyadi & Tanjung, 2024). Zakat adalah 

kewajiban bagi umat Muslim untuk memberikan sebagian kecil dari 

kekayaannya kepada mereka yang membutuhkan. Infaq dan sedekah 

adalah sumbangan sukarela yang juga dianjurkan (Haikal et al., 2024). 

Melalui mekanisme ini, ekonomi Islam memastikan distribusi kekayaan 

yang lebih adil dan membantu mengurangi kesenjangan sosial. Dana zakat, 

infaq, dan sedekah sering digunakan untuk membiayai barang publik 

seperti infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan, yang manfaatnya 

dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. 

Ekonomi Islam juga mengajarkan pentingnya etika dan moral dalam 

pengelolaan uang. Setiap individu dan lembaga diharapkan untuk 

menjalankan aktivitas ekonominya dengan jujur, adil, dan bertanggung 
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jawab. Kejujuran dalam transaksi, keadilan dalam distribusi kekayaan, dan 

tanggung jawab sosial adalah nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi 

(Muhibban & Munir, 2023). Praktik-praktik seperti penipuan, korupsi, dan 

monopoli sangat dilarang dalam ekonomi Islam karena bertentangan dengan 

prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama. 

Dalam konteks makroekonomi, ekonomi Islam mempromosikan 

stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penggunaan uang 

harus diarahkan untuk mendukung aktivitas-aktivitas ekonomi yang 

produktif, seperti investasi dalam sektor riil yang menciptakan lapangan 

kerja dan meningkatkan produksi barang dan jasa. Sistem keuangan Islam, 

dengan prinsip-prinsip bagi hasil dan larangan riba serta gharar, bertujuan 

untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan adil, yang dapat 

mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 

Secara keseluruhan, konsep uang dalam perspektif ekonomi Islam 

menekankan penggunaan uang sebagai alat yang mendukung kesejahteraan 

sosial dan keadilan ekonomi. Melalui larangan riba dan gharar, serta 

dorongan untuk zakat, infaq, dan sedekah, ekonomi Islam berupaya 

menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan stabil 

(Akramunnas & Syarifuddin, 2021). Dengan mengedepankan nilai-nilai 

moral dan etika, ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang holistik 

dalam pengelolaan uang, yang tidak hanya berfokus pada keuntungan 

finansial tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 

 

B. Menempatkan uang dalam perspektif ekonomi Islam pada barang 

publik 

Dalam perspektif ekonomi Islam, penempatan uang pada barang 

publik atau public goods dilakukan dengan prinsip-prinsip keadilan, 

kesejahteraan, dan kesetaraan. Barang publik, seperti infrastruktur, 

layanan kesehatan, dan pendidikan, memiliki karakteristik non-rivalry dan 

non-excludability, artinya penggunaan oleh satu individu tidak mengurangi 

ketersediaannya bagi individu lain dan tidak dapat mengeksklusi siapa pun 

dari penggunaannya. Penempatan uang dalam ekonomi Islam memastikan 
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bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan manfaat yang sama dari 

barang-barang publik ini (Nainggolan, 2023). 

Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam menekankan bahwa dana 

yang dialokasikan untuk barang publik harus didistribusikan secara adil 

dan merata. Zakat, infaq, dan sedekah menjadi instrumen utama dalam 

pendanaan barang publik. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, wajib 

dibayarkan oleh umat Muslim yang memiliki kemampuan finansial, dan 

dana ini digunakan untuk membantu yang membutuhkan serta membiayai 

pembangunan fasilitas publik. Infaq dan sedekah, meskipun sukarela, juga 

sangat dianjurkan dan berperan penting dalam memperkuat jaringan sosial 

dan ekonomi masyarakat (Agustina & Nazla, 2024). 

Pengelolaan barang publik dalam ekonomi Islam juga harus 

dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas. Dana yang dikumpulkan 

melalui zakat, infaq, dan sedekah harus dikelola dengan baik, memastikan 

bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. Badan pengelola zakat, seperti BAZNAS di Indonesia, memiliki 

tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa dana zakat digunakan 

untuk proyek-proyek yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, 

seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, dan jalan raya (Nasar, 2017). 

Salah satu tantangan utama dalam menempatkan uang pada barang 

publik adalah memastikan keberlanjutan dana dan proyek yang dibiayai. 

Ekonomi Islam menawarkan solusi melalui konsep wakaf. Wakaf adalah 

donasi aset yang hasilnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Aset 

yang diwakafkan tetap utuh, sementara hasil dari pengelolaan aset tersebut 

digunakan untuk berbagai keperluan publik (Zainal, 2016). Ini 

memungkinkan keberlanjutan pendanaan barang publik tanpa mengurangi 

nilai pokok aset yang diwakafkan. 

Prinsip bagi hasil juga dapat diterapkan dalam proyek pengelolaan 

barang publik. Melalui kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan 

masyarakat, proyek-proyek pembangunan infrastruktur dapat didanai dan 

dikelola bersama dengan berbagi risiko dan keuntungan. Misalnya, model 

musyarakah (kemitraan usaha) dapat digunakan untuk membiayai proyek-

proyek besar seperti pembangunan jembatan atau rumah sakit, di mana 
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semua pihak yang terlibat berkontribusi dan berbagi manfaat yang diperoleh 

dari proyek tersebut. 

Penempatan uang dalam barang publik juga harus memperhatikan 

keberlanjutan lingkungan. Ekonomi Islam mendorong praktik yang ramah 

lingkungan dan berkelanjutan. Proyek-proyek yang didanai oleh dana zakat, 

infaq, dan sedekah harus mempertimbangkan dampak lingkungan dan 

berupaya untuk menjaga keseimbangan ekosistem . Ini sejalan dengan 

prinsip Islam yang mengajarkan tanggung jawab terhadap alam dan 

lingkungan (Jaya et al., 2023). 

Secara keseluruhan, menempatkan uang dalam perspektif ekonomi 

Islam pada barang publik bertujuan untuk menciptakan sistem yang adil, 

transparan, dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan instrumen seperti 

zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan prinsip bagi hasil, ekonomi Islam 

menawarkan pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada 

kesejahteraan material tetapi juga kesejahteraan sosial dan lingkungan. 

Melalui prinsip-prinsip ini, diharapkan masyarakat dapat merasakan 

manfaat yang lebih besar dan berkelanjutan dari pengelolaan barang publik 

yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. 

 

C. Mengintegrasikan prinsip ekonomi Islam ke dalam keputusan 

keuangan sehari-hari 

Mengintegrasikan prinsip ekonomi Islam ke dalam keputusan 

keuangan sehari-hari berarti menerapkan nilai-nilai syariah dalam setiap 

aspek pengelolaan uang dan investasi. Salah satu prinsip utama adalah 

menghindari riba, yaitu bunga atas uang pinjaman, yang dianggap sebagai 

praktik eksploitatif dan tidak adil (Hasyim, 2008). Sebagai gantinya, umat 

Muslim dianjurkan untuk menggunakan produk keuangan syariah seperti 

pembiayaan bagi hasil (mudharabah) dan kemitraan usaha (musyarakah), 

yang berbasis pada pembagian risiko dan keuntungan secara adil. 

Prinsip lain yang harus diterapkan adalah larangan gharar, yaitu 

ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan dalam transaksi keuangan. 

Keputusan keuangan harus didasarkan pada informasi yang jelas dan 

transparan, menghindari kontrak yang mengandung ketidakpastian tinggi 
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(Zulhikam et al., 2024). Ini berarti setiap transaksi harus memiliki dasar 

yang kuat dan dipahami dengan baik oleh semua pihak yang terlibat. 

Misalnya, sebelum membeli asuransi syariah atau investasi dalam sukuk 

(obligasi syariah), seseorang harus memahami risiko dan manfaatnya secara 

menyeluruh. 

Selain menghindari riba dan gharar, prinsip lain yang penting adalah 

keadilan distributif. Keputusan keuangan sehari-hari harus mencerminkan 

upaya untuk mendistribusikan kekayaan secara adil. Ini bisa dilakukan 

dengan mengalokasikan sebagian dari pendapatan untuk zakat, infaq, dan 

sedekah. Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang memiliki 

kemampuan finansial, sementara infaq dan sedekah adalah sumbangan 

sukarela yang dianjurkan (Fajrina et al., 2020). Dana ini dapat digunakan 

untuk membantu yang kurang mampu dan mendukung pembangunan 

fasilitas umum yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

Mengintegrasikan prinsip ekonomi Islam juga berarti menjalankan 

aktivitas keuangan dengan etika dan moral yang tinggi. Kejujuran, keadilan, 

dan tanggung jawab sosial harus menjadi landasan dalam setiap keputusan 

keuangan. Misalnya, dalam menjalankan bisnis, seorang pengusaha Muslim 

harus memastikan bahwa produknya halal dan tidak merugikan konsumen. 

Praktik bisnis seperti penipuan, korupsi, dan monopoli sangat dilarang 

dalam ekonomi Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan 

kesejahteraan bersama. 

Investasi yang beretika adalah bagian penting dari prinsip ekonomi 

Islam. Umat Muslim dianjurkan untuk berinvestasi dalam sektor-sektor 

yang halal dan bermanfaat bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, 

dan infrastruktur (Efitra & Uzma, 2024). Investasi dalam saham perusahaan 

yang memproduksi barang atau jasa haram, seperti minuman keras atau 

perjudian, harus dihindari. Dengan memilih investasi yang etis, seseorang 

tidak hanya memenuhi kewajiban agama tetapi juga berkontribusi pada 

kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. 

Selain itu, integrasi prinsip ekonomi Islam dalam keputusan 

keuangan sehari-hari juga mencakup pengelolaan keuangan pribadi yang 

bijak dan bertanggung jawab. Menyusun anggaran, menghindari 
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pemborosan, dan menabung untuk masa depan adalah bagian dari 

manajemen keuangan yang baik. Umat Muslim dianjurkan untuk hidup 

sederhana dan tidak berlebihan dalam konsumsi, sesuai dengan prinsip 

Islam yang mengajarkan kesederhanaan dan pengendalian diri. 

Secara keseluruhan, mengintegrasikan prinsip ekonomi Islam ke 

dalam keputusan keuangan sehari-hari tidak hanya memastikan bahwa 

tindakan kita sesuai dengan nilai-nilai syariah, tetapi juga menciptakan 

sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Dengan 

menerapkan prinsip-prinsip ini, umat Muslim dapat menjalankan 

kehidupan finansial yang tidak hanya menguntungkan diri sendiri tetapi 

juga membawa manfaat bagi masyarakat luas. Ini adalah cara untuk 

mencapai kesejahteraan yang holistik, mencakup aspek material dan 

spiritual, serta mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan 

berkelanjutan. 

 

Kesimpulan 

Konsep penempatan uang dalam perspektif ekonomi Islam terhadap 

barang publik (public goods) menekankan pentingnya keadilan, 

kesejahteraan, dan kesetaraan dalam pengelolaan sumber daya. Prinsip-

prinsip seperti larangan riba dan gharar, serta kewajiban zakat, infaq, dan 

sedekah, menjadi dasar dalam memastikan bahwa kekayaan didistribusikan 

secara adil dan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap 

layanan dan infrastruktur publik. Penggunaan dana zakat dan wakaf, serta 

penerapan model bagi hasil, memungkinkan pengelolaan barang publik 

yang lebih efektif dan berkelanjutan, memberikan manfaat yang nyata bagi 

seluruh lapisan masyarakat tanpa mengorbankan nilai-nilai syariah. 

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam 

pengelolaan barang publik, masyarakat dapat mencapai kesejahteraan yang 

lebih merata dan berkelanjutan. Ini mencakup penyediaan layanan 

kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang memadai, yang semuanya 

didanai dan dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi. 

Meskipun tantangan seperti kurangnya pemahaman dan dukungan 

kebijakan masih ada, melalui edukasi, kolaborasi antara pemerintah dan 
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lembaga keuangan syariah, serta inovasi dalam produk keuangan syariah, 

konsep ini dapat diimplementasikan secara efektif, membawa manfaat 

jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. 
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